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ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015 -  2019  

DASAR 
HUKUM  

1. UU Nomor 17 
Tahun 2007 
tentang Rencana 
Pembangunan 
Jangka Panjang 
Nasional 2005-
2025  

2. Perpres No. 2 
tahun 2015 
tentang RPJMN 
2015-2019 

3. Perpres No. 81 
Tahun 2010 
tentang Grand 
Design RB 2010 ï 
2025 

4. PermenpanRB No. 
11 Tahun 2015 
tentang Road Map 
RB 2015 ï 2019 

ARAH KEBIJAKAN  
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SASARAN REFORMASI 

BIROKRASI 2010 - 2014 

Terwujudnya pemerintahan 

yang bersih dan bebas KKN 

Meningkatnya kapasitas dan 

akuntabilitas kinerja 

birokrasi 

Terwujudnya peningkatan 

kualitas pelayanan publik 

kepada  masyarakat 

SASARAN REFORMASI 

BIROKRASI 2015 - 2019 

Birokrasi yang bersih dan 

akuntabel 

Birokrasi yang efektif dan 

efisien 

Birokrasi yang memiliki  

pelayanan publik 

berkualitas 

SASARAN REFORMASI  B IROKRASI  
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STRATEGI  PELAKSANAAN DAN PROGRAM 
REFORMASI  B IROKRASI   

1. Revolusi  Mental Aparatur  
2. Penguatan  Sistem  Pengawasan  
3. Penguatan  Akuntabilitas  Kinerja  
4. Penguatan  Kelembagaan  
5. Penguatan  Tata Laksana  
6. Penguatan  Sistem  Manajemen  SDM ASN 
7. Penguatan  Peraturan  Perundang -

undangan  
8. Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik  
9. Quick Wins Nasional   

1. Manajemen  Perubahan  
2. Monitoring, Evaluasi , dan  Pelaporan  

1. Manajemen  Perubahan  
2. Penguatan  Sistem  Pengawasan  
3. Penguatan  Akuntabilitas  Kinerja  
4. Penguatan  Kelembagaan  
5. Penguatan  Tata Laksana  
6. Penguatan  Sistem  Manajemen  SDM ASN 
7. Penguatan  Peraturan  Perundang -

undangan  
8. Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik  
9. Quick Wins  

Perumusan atau penyempurnaan 
kebijakan menjadi dasar bagi 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
secara nasional dan 
diimplementasikan di masing-masing 
instansi pemerintah 

Manajemen pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi dalam operasionalisasinya, 
yang mendorong kebijakan-kebijakan 
inovatif , menerjemahkan kebijakan 
makro dalam implementasinya, dan 
mengoordinasikan (mendorong dan 
mengawal) pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi di tingkat K/L dan Pemda 

Implementasi kebijakan/program 
Reformasi Birokrasi sebagaimana 
digariskan secara nasional dan 
menjadi bagian dari upaya 
percepatan Reformasi Birokrasi pada 
masing-masing K/L dan Pemda 

Makro  

Meso  

Mikro  

Tingkat 
Nasional  

Tingkat 
Instansional  
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Religius Akuntabel Profesional Integritas 

Peningkatan kualitas 
tata kelola 

administrasi dan 
persidangan guna 

menunjang 
pelaksanaan 

wewenang dan tugas 
DPR RI 

Peningkatan peran 
keahlian dalam 

mendukung 
pelaksanaan 

wewenang dan tugas 
DPR RI 

T
U
J
U
A
N 

VISI  
Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan  

Badan Keahlian DPR RI yang profesional, andal, 
transparan, dan akuntabel dalam mendukung 

DPR RI 

MISI  

ü Meningkatkan tata kelola administrasi dan 
persidangan yang profesional, andal, 
transparan, dan akuntabel; 

ü Memperkuat peran keahlian yang 
profesional, andal, transparan, dan 
akuntabel.  
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SEKRETARIAT 
JENDERAL DPR RI 

BADAN KEAHLIAN 
DPR RI 

DUKUNGAN 
KEAHLIAN 

DUKUNGAN 
TEKNIS DAN 

ADMINISTRATIF 

Undang-
undang Nomor 
17 Tahun 2014 
tentang MPR, 

DPR, DPD, dan 
DPRD 

Pasal 413 ayat (2) bahwa untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

(DPR RI) dibentuk Badan Keahlian. 

Pasal 413 ayat (1) bahwa untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

(DPR RI) dibentuk Sekretariat Jenderal. 
DPR RI  

SISTEM PENDUKUNG DPR RI  



7 



8 

AREA PERUBAHAN  


